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TENTANG

RETRIBUSI PELAYAWAN REPRODUKSI
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Merrtlrrlrang : a. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem
pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil,
efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan
peran serta masyarakat dalarn pembiayaan
pembangunan;

b.  bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas
Perner intah dan pelayanan reproduksi  dan
kesehatan hewan maka perlr"l dipungut retribusi
yang merupakan salah satu unsur sumber
pendapatan daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan daerah tentang Fietribusi Pelayanan
Reproduksi dan Kesehatan Flewan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalarn
Lingkungan Daerah Propinsr Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 19E1 tentang Kitab
Undang -undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2OOO (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupatert
Rokan Huh"r, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupater
Siak, Kabupaten Karirnun, Kabupaten hiatuna,
Kabupaten Kuantan Singing{, dan Kota Batani
(Lembaran Negara Tahun 199S Nomor '181,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2000 {l-embaran Negara Tahus't
2000 Nomor 80, Tarnbahari l-embaran Negara
Nomor 39fr8;;
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f r Undang-undang Nomor 10 Tahun ZOO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 43g9);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun ZOO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 195S
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Lembaran Negara tahun 1g8g Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2V Tahun lggg
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor g
tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukurn
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun lggs
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nornor
3258) ;

9" Peraturan Pemerintah Nomor '!5 Tahun 1gg7
tentang Fe nofl akan, Perrcegahan, pernberantasan,
dan Pengobatan Penyakit Hewan (l-ernbaran
Negara tahun'! 997 Nornor 20, Tambahan Lembaran
Negana Nomor 3101);

l0.Feraturan Pemerintafr fiiornor 66 Ta!'lun A00X
tentan g Retri b us i Daerah {i_ernbaran frlegara ltbh tln
2001 Nonror trtrS, 'ffarnbahan Lembaran Neqare
i\omor 4139h

'!l "Peraturan Daerah Kabupaten Fe$alawan Nornon 14
Tah un 2AAP tentang Fembentukan OrganEsasE das.!
Tata Kerja Dinas Fetennakan Kabupaten Feiaflawan



( Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2OO2 Nomor 14);

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16
Tahun 2OO4 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKI!.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELAI.AWA}d

dan

BUPATI PEI.ALAWAN

MEMUTUSKAhI:

Ierrcl,apkan : PERATURAN DAERAI-| KABT J PATEnd PE!-A LAWAftE
TENTANG RETRNBUSI PELAYAI,SAN REPRO AU KSn
DANI KESEI4ATAru HEWAru"

BAB B

KffiTffi ili$Tfi.$Af;W U nfi U tr-ffi

Fase! .fr

ilalarnr Peraturan Daenah ini yang disnaksud denEan :

i Daenah adalah Kahr.rpaten Felalauuan"



Fanrerlnl;rh Daerah adalah Bupati Pelalawan dari perangkat
r Inel al r sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

i lew;l r Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Peldawan adalah
lerrr l r ; r1;a perwaki lan rakyat daerah sebagai  unsur
; renyclonggara pemerintahan daerah.

f 'e;nbat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
f lclrrbusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
r lr rtlangan yang berlaku.

g llndan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
r rxrrupa.kan kesatuan baik yang melakukan usaha rtaupun yang
llrlak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
f 'orseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nogara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
I i rma, Kongsi,  Koperasi,  dana pensiun, persekutuan,
lrcrkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha
lotap, dan bentuk badan iainnya.

Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten
Pelalawan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalauran"

Hewan atau temak adalah sapi, kerbau, kuda, dofiba, kan$irg.
unggas dan sejenis.

Reproduksi adalah suatu proses kejadian dalam tubuh untuk
menghasilkan keturunan dari suatu individu"

Kesehatan Hewan adalah kondisl ideal yang dibutuhkan olet'e
hewan / ternak untuk dapat mempertahankan kelarqsungar:
hidup, tumbuh dan berkembang serta berproduksl"
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Ineelrr l r rast  Buatan ( lB) adalah kawin sunt ik dengan
ftleffggruraklrrr semen beku (bibit unggul) pada ternak besar
rrfattf ntrr lcrrrak keciluntuk menghasilkan anak/keturunan yang
un611 rl/l ror ktralitas"

Fenrerikr;;urn Kebuntingan (PKB) adalah Pemeriksaan yanE
rltlahrrkiur pada ternak besar untuk mengetahui keberhasilan
lH rlnrr umur kebuntingan ternak tersebut.

Vahnrr;rsi adalah pemberian serum penyakit yang telah
rlllnrnnlrkan pada ternak untuk memperkuat antibody ternak
l t l t re r l lu l .

I trrrgobatan adalah pemberian antibiotik pada ternak yang sakit
nlnu diduga sakit

lerrnak Besar yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda.

lornak kecilyaitu kambing dan domba.

lsrnak Unggas yaitu ayam burung, ayam ras pedaging, ayam
ras petelur dan itik

Aneka Ternak yaitu puyuh, angsa, kelinci, kalkun dan rusa.

Pemeriksaan penyakit adalah suatu tindakan identifikasi
ponyakit pada temak baik yang masih hidup maupur'! yang
sudah matidengan berpedoman pada gejala yang timbui.

Operasl adalah t indakan Bembedahian r*ntuk tujuan
pengobatara, pencegahan diagnosa, percobaan dan keeanti kan
clengan cara membuat luka baru, membuka, rnengangkat,
membuang, mencangkok, rnenyannbung organ atau jarlnEan
tubuh"
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el t flrGrf Aql tilityor adalah bedah besar yang membutuhkan in-
=krmrerrl rrr;ryor dan dilakukan dengan anestesi generaN atau
f Euiutr;rl, lrrrluh persiapan tinn dan terjadwal.

I rt,, lr ir:,r rnrlror aoalah pembeciahan yang dilakukan dengan
:irrr..,:t{r:.r krr;al, t idak btituh persiapan dan kerja tir-n dan tlciait
l r t l ;1, ;* , t '

W.rirlr I krtribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
perrrlrniln Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
nrelirkukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
; rernotong Retribusi tertentu.

Mrr:;:r Rotribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
rrrorupakan batas waktu bagi  waj ib Retr ibusi  untuk
rrromanfaatkan fasilitas Inseminasi Buatan (1ts), Pemeriksaan
hcbuntingan (PKB), Vaksinasi, Penqobatan, Pemeriksaan
f 'onyakit dan Operasi Hewan/Ternal<.

-5urat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKFD
;rdalah Sul'at Ketetapan Retrlbusl yang menentukan besarnya
ltrmlah Retribusi yang terhutang.

Surat Ketetapan Retrubusi Daerah Kurarlg l-ayak yans
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang
menentukan besarrnya jurriah Retnibusl yang te;'hutang" iumiet"t
kred it retribusl, ju mlah keku nangan penrbayaran pokol-{ retrlbLisi,
besarnya sanksl administrasi, dan junnlah yang harus dibayar.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yanE selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukarrtagiharo retribusidan atal'r
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disebut SKRDKtsT adalah suatu ketetapaa"*
yang menentukan tarnbahan atas Sumtai'l retribusi yans tef,a8'l
ditetapkan.
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:1{

r r_

-t f  
,

, , ,7.

28"



ffi
|  " '
I
I  E Fetner lhsarut  adalah serangkaian kegiatan mencar i -

ff€f rgutnf rttlknn dan mengelola data atau keterangan lainnya
rialanr t at rrlkn penqawasan kepaitrhan pennenuhan kewajiban
lell l lrrtt;r I rurl i l larkan Peraturan Fevundang-undangan yaniJ
I tet l l t l  l

i lr Faryirlthiur Irndalt Pidana dibidang Retribusi Daerah adalal"l
*erarrl;hirran tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai
Nergnrl Sigril yang selanjutnya disebut penyidik, rnencari serta
||rGr'rUrIrnpulkan buktiyang dengan buktiittl terang tindak pidana
rll lr lr lrrrrg Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tet rirutgkanya.

BAB I{
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSE

Fasal ?

llerrgnn nama Retribusi Felayanan Reprodttksi dan Kesehatan
I lewnn dipungut retribusi atas pelayanan reproduksi dan kesehatan
Ircwnn yang meliputi inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan,
Vaksinasi, Fengobatan, Ferneriksaan Penyakit dan Operasi hevvas:/
Ierrral l"

Fasa$ $

Ot[ek RetribusF adalah setiap pelayanan reproduksi dan kesehatan
howan yang meliputi Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingam,
Vaksinasi, Pengobatan, Pemeriksaan Penyakit dan Operasi Hewanl
lornak.

Pasat 4

Subye$r Retr ibusi adafiah orans pribadi ataui badan yang
memanfaatkan Pelayanaffi reproduks! dan kesehatan hcwan yang



Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Vaksinasi,
Flmerlksaan Penyakit dan Operasi Hewan/Ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan termasuk
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

penggunaan jasa pelayanan Reproduksi dan kesehatan
berdasarkan dosis dan ekor.

BAB V

DAN SASARAN DALAM PENERAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Reproduksi
Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan Daerah dengan

biaya penyediaan jasa sebagai penggantibiaya
istrasi, semen beku N, cair, obat-obatan, vitamin, vaksinasi

dan alat-alat kesehatan hewan, kemarnpuan masyarakat, dan aspek
keadilan.



hngobatan ternak besar
Prngobatan ternak kecil
Pengobatan Ternak Unggas
Pengobatan hewan pemeliharaan
(Pet Animal) dan Unggas
Pengambilan Spesimen
(darah,faces, serum)
Pemeriksaan Spesimen Darah
(Pullorum / Ulas darah)

l, Pemeriksaan Spesimen Faces
m. Pemeriksaan Spesimen Serurn
i. Pemeriksaan Spesimen Flabies

pada anjing, monyet dan kucing

BAB VI

R DAN BESARNYA TARIF RETRIBI.'SI

Pasa! E

dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

nasi Buatan Rp. 20.000 / dosis
Rp. 5.000 / ekor
Rp. 7.500 / ekor
Rp. 5.000 / ekor
Rp. 500 / ekor
Rp. 5.000 / ekor
Rp. 2.000 / ekor
Rp. 1.000 / ekor

Rp. 5.000 / ekor

Rp. 5.000 / ekor

Rp. 1.0O0 / ekor
Rp. 1.000 / ekor
Rp. 2.000 / ekor

Rp. 10.000/ekor
Rp. 75.000 / ekor
Rp. 250.0001ekor

riksaan Kebuntingan
?lkrlnasi Anjing (Rabies)
Vlkalnasi Sapi/Kerbau (SE)
Vlkoinasi Unggas

Operasi Minor
Operasi Mayor
Observasi Hewan Penular
Rabies (HPR) Rp. 50.000 / ekor

0.
p.
q.
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BAB VII

WILAYAI-I PEMUNGUTAN

Pasal I

fffatetr perrrrrrrr;utan Retribusi adalah Kabupaten Felaiawan

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAI'*

Pasal 10

llf f rernungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
{ : l  l le l r ibusi  d ipungut dengan menggunakan SKRD atau

l)okumen lain yang dipersamakan.
(t| l lngil Pemungutan Retribusi sebagaimana diniaksud dalam

Itnsal 8 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturaar

; rorundang-undangan yang berlaku.

BAE IK

SANKSI ADMINISTRA$!

Pasa8 11

l)nlam hal Wajib Retribusi tidak membayan tepat pada waktunya
ntnu kurang membayar, dikenakars sanksi administrasi berupa bunga
ecbesar 2% (dua persen) setiap btrlan dari retribusi yang terutang
ynng tidak atau kurang dibayar dan ditaEih dengan menggunakan
STRD.

.{ .{
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BAB X

TA!A CARA PEMEAVARASJ

$)asa[ '']2

.  !  |  f  'F: , , r r , ; r \ ' : r r ; r r r  l lc l r ibusi  i /ang tenutang di lunasi  sekai iEl ; :s, '

t . ; , t  f  te:tr i l ,ur;r y; l t t ;  lerutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (l ima

l*: l irr) lr ;rrr : ;ojak ditert ibkan SKFID atau doktrmen lain yang

r  l i1 [ , ]  ' , r  t t  I  t ,  tk i  t t ' t .

r r t  f  , r t r r  ( . . r r ; r  Pcmbayafan, Penyetoran, Tempat Pernbayaran
f tc l r r l r r r : ; r  t l iatur dengan Peraturan Bupat i .

BAB X$

TATA CARA PENAGIHAl'l

Fasal '!3

I | ) I '{ ln(teluaN'an Surat tegurapr/ perinEatan / surai iain yang sejenis
: ,c l raget i  awal t idakan pelaksanaan penagihan re ' t r ibul , ; i
r lrkcluarkdn segera setelah 7 {tt l juh) hari sejak jatuh temtpc

;rcrnbayaran.
t:') I)alarn jangkawaktu 7 (tujuh) frarisetelah tanggalstlrat teguranl

lreringatan/surat lain yang seienis Waiib ff ietrlbusc iraru.s
melunasi Retribusfr yang terutang"

l:t I Surat tegunan sebagairnana dinnaksu# pacla ayat {'f } dikeiuae'narl
oieh Fejabat yang dituniuit"

Pasafi ?4

LJoni u lr"-bentuki forrnuiur yang dipergu nakan us'!tu{i( pef, aksan aar!
penaqrharn f*etribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
l:' avat (1) ditetapkare oleh Bupatl"

''r ;,,t:
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BAB XII

MAI:A tl l  IRIBUSI DAN SAAT RETRIBI.,IS!
TERHUTANG

Pasat {S

rt4==4 l t r t r i l , r i . . i  i r r l . r l ; t l r  jangka waktu tef tentu yang lamanya
rir=ret,t , ,rr r i  , tclr I  lr  rgr;t lr  sebagai dasaf untuk fnenetapkan besafnya

f  t€ l raf  r r r i i i  l { l t I r r t ! . t l t r ;

Pasal 16

f le ' f r i l ,u, ; i  lc tu l iu lg ter jadi  pada Saat di terbi tkannya SKFID atau
I r , . l , r r r r rcrr  l ,un yang dipersamakan.

BAB XEI!

PENG{J HANGAFS, Kffi Rf, hiGANIA$d
DAhq PffiMBEBASAN RETRIBU$B

Pasal tT

r t r  l lupatr  dapat mernber ikan penELIrangat l ,  ker inganan
I )ornbebasan Retribusi "

{ : ' , ,  Penrber iarr  penEurangan ciacr keningar lan Hetr ibusi
sebagaimana dimaksud Flada ayai {'l} dengan !'nemperhatikan
kemampuan wajlb retribusi, antara iain dapat mernberikart
kepada penEusaha kecil untuk !'nengangsltn

(:t) t-ernbebasarr Hetribusi sebag;aimana dirnaksud pada ayat i1)
antara iain diberikan kepada wajib retribusl yang ditimpa
bencana aiarn ataL! keruasuhai"l.

(4 ! Tata cana pengurangan, keringanan dan pembebasan Retrihursi
ditetapkan oiel"a Bupati"

i i l



BAB XIV

KEDALI.'WARSA

Pasal 18

lf l grt rnrluk melakukan penagihan Fletribtlsl, kedaluwarsa setelah
tlplarnpaui jangka waktrl 3 (tiga) tahtrn terhitung sejak saat
| l r l rrr lnngnya Retr ibusi,  kecual i  apabi la Wajib Retr ibusi
flelnkukan tindak pidana dibidang Retribusi.

{:l Kerlnluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
aynl (1) tertangguh apabila

e Diterbitkan Surat Teguran, atau;

b Ada penEakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETHIBUSfl
YANG KEDALUWARSA

Pasa8 tr$

(l ) Piutang Retribusi yang tidak mnrngkln ditaEih lagi liarena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

12) Bupati menetapkan Keputr..tsan penrghapusan piutang Ret,;btlsi
Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagairnana dinnaksud pada
ayat {"N}.

Xrl
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BAB XVI

INSTANSI PEMUNGUT

FasaH 2S

Irr : l ;urs i  Pemungut Retr ibusi  Felayanan Reprodui<si  c iarn
I'c:,clratan Hewan ditetapkan oiefi Bupall"
l f i r r rt; peranEsar'lg atas pu ngutan retribusi ini ditetapkan sebeser
t"',, (hma persen) dari seluruh iunnlah pungutan.

BAB XVI;

PENGAWASAN

Fasa! ?{

hrrlxrli menunjuk Pe"iabat tertentu untuk melakuka!'N pengawasa,n
lerlradap pelaksanaan Feraturarr Daerah inl

tsAB XII{IB

PENVID!KAuru

Pasad *2

Fejabat Fegawal Negee'r Sipil tertentu dildngkungan Femenimtai"l
Uaenah diberi weweriang khusus sebagai Fenyidik urntr.t i l , l
nnelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hetribusl Daeratir
sebagainnana dimaksud dalam Unoang-undang l-'lukuEl'r Acara
Pidana yang beriaku"
Wewenang Penyidik sebagar dlrnaksud pacia ayat ('i; aoaiah;

a. l\lleneririna, mencari, mengun'lpulkan dan menelitd keterangart
atau laporan berken&an derr.qarl iir':,t +k plclanru dfrhldangl

( r )

(2)
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Felrllrusi Daerah agar keterangan atatr laporan tersebut
rilerrlndi lebih lengkap dan jelas;

:r Merroliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
utFrf r(t pribadiatau badan tentang kebenaran perbuatan yan6j
r l l l rrkukan sehubnlngan dengan t indak pidana dibictanS;
f lnlrrlrusl Daerah;

r, Munrirrta keterangan dan bahan buktidaniorang prlhacliataul
lxrrl;rn sehubungan dengan tindak pidana dibldang Retribusr
I t r ro lar l t ;

rl Momeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
rtokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusl
Daerah;
o. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokurnen-dokurnen ser'ta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penryidikan tindak pidana dibidang Retribuei Daerah;

g.  Menyuruh berhent i ,  dan/atau melarang seseorar ig
meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat penneriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas ora.ng dan/
atau dokumen yang dibawa sebagairnana dlmaksurd pacia
huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda$i pidana
Ftetribusi Eaerah;

i fulenranggi! orang untnrk dldengar keterangannva cia't
diperi$tsa sebaga! tersangka aiau sakst;

1. Menghentikan pcnyidikan;
k. Meiakukan tindakact lain yang pen'lui tlntu[t kelancarair

penyiditcan tindakaa'n pidana dihBdang ffietribusl Daeraf"r
nnenurut hukum yang bertanggung jawah*.

'r (,



l€f Felyi* lik rrerl xrr li rrrnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
ilurtt larr ryrr 1 rerryrtl ikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
to€5r=*lrr lrerri itr lul Umum melaiui Penyidik Pejabat Polisi Negara
i te;*rlrlil, lr rr h l tr,'sia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
I frr,f+nt, un( !,rrrrl Hukum Acara Pidana yang berlaku,

BAB XgX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

r I I h,rf .rf r(l stapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
rlnlrrrn l 'craturan Daerah inidiancam dengan pidana kurungan
;rnlurt ;  lama 6 (enam) bulan atau denda pal ing banyak
f lp 110.000.000,-  (L ima Puluh Juta Rupiah) dengan t idak
rfr. 'n(furangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang
lc l l1111-nn'

t;) lrrrrl;rk pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

1x; l ; r r rgearao.
{1} Al ; ru sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang

l rc l laku.

BAE XX

KETE N18TU A hi P E Nq,}T&JP

Pasal 24

ll;rl haf, yang belum cukup diatur dalann Feraturan Daerah ini
rrcpanjang mengena! pelaksanaann)/a akan diatur leblti laniut
i l, :lrgan Peraturan Bupatl.

ntT



Pasal 25

Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ofrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Drerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran

Pelalawan"

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22Maret 2006

BUPATI PELALAWAN,

dto.

T. AZMUN JAAFAR

di Pangkalan Kerinci
22 Maret 2006

ARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto"

H. T KASROEN. I.TR

DAERAH KABUPATET{ PEI-ALATYAN TAHUN 2006

1$a
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PENJELASAI$

ATAS

TtA I I TIIAN DAERAH I.{ABUPATEN PFLALAWAT\8

htoMoft 02 TA|-fluru 20@s

TENTANG

HI-TRIBUSI PELAYANAN REPRODUKSI DAI\8
KESEHATAN HEWA}I

I UTUI'
l i i l lxrgai  Kabupaten yang relat i f  belum lama terbentuk,

FEtnetltrhttt Kabupaten Peialawan beserta masyarakat sedang giat-

$elnyn rrtolaksanakan pembangunan diberbagai sektor khususnya

dtrl,lanll poternakan. Sehingga menarik minat baik itu perseorangan

fflellrlf l tladan usaha untuk rnendirikan usaha peternakan.

l);rlam upaya untuk memajukan usaha peternakan, perlu

rrlarryir upaya pembinaan, pengawasan Serta pengendalian dari

Felrrnrrtlah tkbupaten Pelalawan, terutama upaya penciptaan yang

Infln!ffrcu pada ekonolni kerakyatan, dimana ikut campurnyA

;rerncrintah merupakan suatu keharr.lsan" Kebijakan-kebiiakan in!

frarrrs dapat diwujudkan, dalam penataan usaha skaNa beeefl '
perrrtrordayaan usaha kecil dan Ltpaya menialin kemitraan antaris
yarr1l lresar dengan YanE keaii.

Untuk maksud di  atas t idak sedik i t  b iava yang harus

rllkoluarkan, Sehingga perlu adanya perar! Serta danr nrasyara*:a"1

;reternak pengguna jasa atau barang yang cjiadakan oieh Pennerirrtafl

hntrupaien dalam bentuk retr ibusi ,  yang bei l iu i r , - ran untul i ;

;rolnbangunan itu sendiri.

4{}



tat psngertian lstllalr ya!'lg dipergunakan dalarn

lfr ini. d"ng"n adanya pengertian tentang istilahc

r uniuk mencegah tirnbulnya salah tafsir

dalam memahami Feraturan Daerah ini

Pfu

plee

frlm

pfi



lF

frlrs

fdar

Fler

frlar

, keringanan, dan pembebasan Retribusidapat

r lkan dengan mempert imbangkan, antara la in

an membayar Wajib Retribusi. Ketidakmampuan

tlr{lb Retribusi harus dibuktikan dcngan Surat KeteranEan

dfrl Kepala Desa dan Camat setenpat'

lelas.

felas

felas

2t
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELAI-AWAN
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